
BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR * TAHUN 2016

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN IZIN USAHA MIKRO DAN
KECIL KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan sarana
pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam
mcngcmbangkan usahanya, perlu diberikan kemudahan
perizinan dengan mencekatkan pelayanan kepada pelaku
usaha;

b
. bahwa berdasarkan Pasal 4 ay at (1) Peraturan Presiden

Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha
Mikro dan Kecil, Pelaksana Izin Usaha Mikro dan Kccil
(IUMK} adalah Camat yang mendapatkan pendelegasian
kewenangan dari Bupati/Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Izin
Usaha Mikro dan Kccil Kepada Camat di Lingkungan
Pemenntah Kabupaten Buton;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1882);

3
. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);
4

. UnHang-UnHang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);



5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikiu, Kccil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93

, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

7
. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130

, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8
. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pcriibentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

9
. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perdagangan

(Lembaran Negara KepubJik Indonesia Tahun 2014 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5492);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 567Q);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4826);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelakeanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lerrbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40

,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5404);

16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyclenggaraan Pclayanan Terpadu Satu Pintu;

17. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan
Untuk Usaha Mikro dan Kecil;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 9.006
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan
Standar Pelayanan Minimal;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan
Perizinan Terpadu di Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010
tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

25
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014
tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011
tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Keija Kecamatan dan
Kelurahan;

28. Peraturan Rnpati Rut-on Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan
Nonperizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton
Nomor 25 Tahun 2015 tentang Peru bah an Atas Peraturan
Bupati Buton Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendelegasian
Kewenangan Pengelolaan Perizinan dan Nonperizinan
Kepada Kepala Dadan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton;

Memperhatikan : Sura* Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 412.3/4127
tanggal 7 September 2015 peri  ha 1 Izin Usaha Mikro dan
Kecil (IUMK) di Kecamatan/Kelurahan/Desa;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASfAN
KE WEN AN G AN PENGELOLAAN IZIN USAHA MIKRO DAN

KECIL KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN BUTON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dai am Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1

. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2

. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemenntahan yang menjadi
kcwcnangan daerah otonom.

3. Dupati adalah Dupati Buton.

4. Satuan Perangkai Kerja Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Satuan Perangkat Keija Daerah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton.

5
. Badan Penan am an Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut
BPMP2TSP adalah Badan Penan am an Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Buton.

6
. Kecarnatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai

perangkat daerah.
7

. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh
sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi
pemerintah terendah langsung dibwah Camat dan tidak
berhak menyelenggarakan nimah tangga sendiri.

8
. Desa atau yang di«?ehut dengan nama lain adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kep>entingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-
usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.
9. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat
BPMP2TSP adalah Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Buton.



10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang
perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang
memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak :ermasuk
tanah dan ban gun an tempat usaha atau memiliki hasil
penjualan tahunan paling banyak Kp. 300.000.000,00
(tiga ratU3 juta rupiah).

11. Usaha Kccil adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri sendiri

, yang dilakukan oleh orang perorangar.
atau badan usaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
ciimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung
maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau
Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari
Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Kp. 500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) tidak tcrmasuk tanah dan bangunan tempat
usaha atau memiliki hasil penjualan fahunan lehih dari
Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai
dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar
lima ratus juta rupiah).

12. Izin Usaha adalah bukti tenulis yang diberikan oleh
Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuar.
peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas
yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil,
dan Usaha Menengah telah memenuh: persyaratan dan
dipcrbolchkan untuk mcnjalankan suatu kegiatan usaha
tertentu.

13. Izin Usaha Mikro dan Kecil
, yang selanjutnya disingkat

dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang
atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu dalam bentuk Izin
Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk 1 (satu) lembar.

14. Pelaku Usaha Mikro Kecil, yang selanjutnya disingkat
dengan PUMK adalah orang yang melakukan usaha
mikro kecil di lokasi yang telah ditetapkan.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

(1| Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan
kewenangan pengelolaan IUMK kepada Camat di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton.

(2) Jenis IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdin
atas:

a.
 Izin Usaha Obat Tradisional Mikro dan Kccil;

b. Izin Produksi Makanan dan Minurnon pada Industri
Rum ah Tangga Mikro dan Kecil;



c
. Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sam pah.

Pengangkulaii Sampah, dan Peinrosesan Akhir
Sampah Mikro dan Kecil yang diselenggarakan oleh
Swasta;

d
. Izin Usaha Angkutan Laut Mikro dan Kecil, bag:

Badan Usaha yang berdomisili dalam daerah dan
beroperasi pada lintas pelabuhan di daerah;

e. izin Usaha Simpan Pinjam Mikro dan Kecil untuk
Kopcrasi dcngan wilayah kcanggotaan dalam daerah;

f. Izin Usaha Pcrikanan Mikro dan Kecil di bidang
Pembudida3'aan Ikan dalam daerah;

g.
 Izin Usaha Pertanian Mikro dan Kecil dalam daerah;

h
. Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan,

Fasilitas Perneliharaan Hewan, Rumah Sakit
Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan Mikro
dan Kecil;

i. Izin Usaha Pengecer (Toko, Relail, Sab Distributor)
Obat Hewan Mikro dan Kecil;

j. Izin Usaha Industri (IUI) Mikro dan Kecil; dan
k

. Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Mikro dan Kecil.

(3) Penandatanganan IUMK sebagaimana dimaksud pada
ayat (2| dilakukan oleh Camat.

(4) Camat menandatangani IUMK sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dalam bentuk naskah 1 (satu) lembar.

Pasal 3

(I) Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokas:
terhadap PUMK diwilayahnya melalui Lurah/Kepala
Desa.

(2) Pendataan PUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan:

a
.

 indendtas PUMK;

b
. lokasi PlfMK yang berada diwilavah kecamatan;

c
. jenis tempar. usaha;

d
. bidang usaha; dan

p
. besarnya modal usaha.

(3) Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada aj,at (1),
dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum,
sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban,
kesehatan, kebersihan lingkuiigan, dan scsuai dengan
Peraturan Daerah.

Pasal 4

(1) PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat.

(2) PUMK harus meiengkapi dan menyampaikan berkas
pendaftaran kepada Camat.



(3) Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud
pada ayal (1), melipuLi:

tt. pcniiuhuiiaii IUMK;
b. pcinci iksaan IUMK;

c. peiiibcriaii IUMK, dan

d. pciiuabulan daii Lidak bcrlakunya IUMK.

Pasal 5

Kclcnluaii lcbili laiijuL iucngciiai Lata uaskah dan Slaiidar
Operasional Prosedur Pengelolaan Izin Usaha Mikro dan
Kecil di Kecamatan, diatur dengan Peraturan Bupati
tersendiri.

3AB III

KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI,

PELAPORAN, DAN PEMBINAAN

Pasal 6

Camat dalam meJaksanakan kewenangan pengelolaan IUMK
senantiasa berkoodinasi dengan SKPD teknis terkait dan
bcrpcdoman pada ketentuan peraturan perundang-
undsngan yang berlaku.

Pasal 7

(1| BPMP2TSP melakukan monitoring dan evaluasi
terhacap pemberian IUMK di wilayah Kecamatan.

(2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (I) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam
setahun dan/atau sewaktu-waklu apabila dipcrlukan.

Pasal 8

(1) Camat menyainpaikaii lapuran hasil pembeiian IUMK di
wilayah keijanya kepada Bupati melalui Kepala
BPMP2TSP.

(2) Kepala BPMP2TSP menyampaikan laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui
Kepala SKPD/Unit Keija yang membidangi perizinan.



BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dalam hal Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tata
Naskah daii Slandar Operasional dan Prosedur Pelayanan
IUMK belum ditetapkan, Camat berkewajiban menelapkan
mekanisme pelayanan perizinan sementara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada ranggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
delam Berita Dacrah Kabupatcn Buton.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasai 10

Ditetapkan di Pasarwajo

pada tanggal Mjjuu/W 2016

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN



BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dalam hal Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tata
Naskali dan Standar Operational daii Prosed ur Pclayanaii
IUMK belum ditetapkan, Camat berkewajiban mene:apkan
mekanisme pelayanan perizinan sementara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Bcrita Dacrah Kabupaten Buton.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ditetapkan di Pasarwajo

pada tanggal if 2016

BUBATl BUTON,

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN



BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dalam hal Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tata
Naskah dan Standar Opcrasional dan Prosedur Pelayanan
IUMK belum ditetapkan, Camat berkewajibsn menetapkan
mekanisme pelayanan perizinan sementara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ciundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

BA3 V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ditetapkan di Pasarwajo

pada tanggal 18 Januari 2016

BUPATI BUTON,

Cap/td

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan diPasarwajo

pada tanggal 18 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH.

Hj. WA ODE ICHSANA MALIKI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR 3ÿ


